
TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

OENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA OAERAH TINGKAT II BLORA

a- bahwa dengan telah dltetapKannya Peraturan
Pemerlntah Nomor 20 Tahun 1997 sebagal pelaksanaan
darl Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dlsesuai-
kan;

b bahwa untuk melaksanakan penyesualan sebagalmana
dlmaksud huruf a dlatas, maka perlu menyusun dan
menetapkan Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora tentang Retribusi Penyedotan
Kakus-

1^Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pern-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan
Proplnsi  Jawa Tengah  (Berlta Negara  Republlk
Indonesia Tahun 1950);

2.Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok  Pemerlntahan Dl Daerah  (  Lembaran Negara
Republlk  Indonesia Tahun 1974 Nornor  38,  Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3037);

3.Undang-undang Nomor  8 Tahun  1981  tentang Hukum
Acara  PIdana (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan Lembaran Negara
Rep ub11k IndonesIa Nomo r 3209);

4.Undang-undang Nomor  23Tahun 1992 tentang Kese-
hatan  ( Lembaran NegaraRepubllk  Indonesia Tahun
1992 Nomor 100,TambahanLembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 3495);

5,. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4.1, Tambiahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelo-
laan Llngkungan Hldup ( Lembaran NegaraRepubllk
Indonesia  Tahun 1997 Nomor 68,  TambahanLembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 3699);

Menglngat

Menlmbang

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKATII

BLORA;
PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
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KETENTUAN UMUM
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BAB I

Menetapkan  : PERATURAN  OAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II  BLORA
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

MEM U T U S K A N

uan Oewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tlngkat II  Blora
Nomor 6 Tahun 1990 tentang Keberslhan,  Kelndahan
dan Ketertlban Kabupaten Daerah Tlngkat  II Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11  Blora
Nomor 6 Tahun 1991 Serl D nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyldlk Pegawai  Negeri
Slpil  Di  Lingkungan Pernerintah Kabupaten Daerah
Tlngkat II Blora ( Lembaran Daerah Kafoupaten Daerah
Tingkat  II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Serl  D Nomor
4);

Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 1.19 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusl
Daerah Tlngkat I dan Daerah Tlngkat II;

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nornor 43 Tahun 1998
tentang  tentang  Tata Naskah Dinas 01  Lingkungan
Pemerlntah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tlngkat II;

Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemerlksaan Dl 8.1 dang RetrlbusI
Daerah;

Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusl Oaerah;

Keputusan Menterl Dalam Negerl Nornor 171 Tahun 1997
tentang  Prosedur Pengesahan  Peraturan  Daerah
tentang Pajak Dan RetrlbusI Daerah,

Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan  Peraturan
Daerah Perubahan;

Peraturan Menterl Oalarn Negerl Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peraturan Menterl  Dalam Negerl
Nornor  2  Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nornor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah^

Peraturan 'Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 1997 tentang RetrlbusI  Oaerah  (  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 1997  Nomor  55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3692);

Dengan persetuj
Tlngkat II Blora

17.

16,.

*

15.

14.

13.

12.

11,

10,.

9,

8.
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Pasal 1

Oalam Peraturan Oaerah Inl yang dirnaksud dengan ;
a- Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
b_ Pemerintah Oaerah adalah Pemerlntah Kabupaten Oaerah Tingkat  II

Blora;
<::„ Kepala Oaerah adalah Bupatl Kepala Oaerah Tingkat II Blora;
d,, RetrlbusI  Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut  retribusl

adalah pungutan  daerah sebagal pembayaran atas  jasa  pelayanan
penyedotan kakus yang dlsedlakan oleh Pemerlntah Oaerah^

f„ Wajlb RetrlbusI  adalah orang pribadl atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusl diwajlbkan untuk melakukan
pembayaran  retribusl, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;

g. Surat  Pemberltahuan Retribusl. Oaerah yang selanjutnya  dislngkat
SPTRO adalah  surat. yang dlgunakan oleh wajlb  retribusl  untuk
rnelaporkan perhrtungan dan pembayaran retribusl  yang terutang
menurut Peraturan Daerah;

h. Surat Ketetapan RetrlbusI Daerah yang selanjutnya dislngkat SKRO
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah  retribusl
terutang;

:!„ Masa RetrlbusI adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagl wajib  retribusl untuk memanfaatkan jasa darl
Pemerlntah;

j. Surat  Ketetapan RetrlbusI Oaerah Kurang Bayar  yang selanjutnya
dlslngkat SKROKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya
retribusl daerah yang terutang;

k. Surat Ketetapan RetrlbusI  Daerah Kurang Bayar  Tambahan yang
selanjutnya  dislngkat SKRDKBT adalah surat keputusan  yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusl  daerah yang telah
dltetapkan;

1 „ Surat Tagihan Retribusl Oaerah yang selanjutnya dlslngkat STRO
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusl  atau sanksi
adminlstrasi berupa bunga dan atau denda,.

BAB  II

NAMA, OBYEK OAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal   2

Narna RetrlbusI adalah RetrlbusI Penyedotan Kakus,,

Pasal 3

Obyek Retribusl adalah set lap pelayanan penyedotan kakus,.

Pasal 4

Subyek  Retribusi.  adalah  orang  pribadl  atau  badan   yang
mernanfaatkan/menggunakan pelayanan penyedotan kakus

B A B  III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusl Ini termasuk golongan retribusl jasa usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA



4

Pasal  6

TIngkat penggunaan jasa retrlbusT dlukur berdasarkan penyedotan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TAR.IP RETRIBUSI

Pasal  7

Prlnslp penetapan tarip retribusi adalah untuk blaya : adrninlstrasl,,
penyedotan, pembuangan, perawatan dan pemblnaan,

Pasal  8

Struktur dan besarnya tarlp retribusi ditetapkan sebagai berikut:
a,Sekall penyedotan Rp,. 40,000,™

b,Untuk di  luar  ibukota Kabupaten Daerah  TIngkat  II  Blora
ditambah blaya operaslonal Rp 10,000,™

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

(1)Retribusi  dlpungut dengan menggunakan 3KR0 atau dokurnen  lain
yang dlpersamakan,

(2)Pernungutan  retribusi  pada prlnsipnya  tldak dapat dlallhkan
kepada plhak ketiga/dlborongkan,

(3)Retribusi  terutang  dalam masa retribusi,  terjadl  pada  saat
memanfaatkan/menggunakan penyedotan kakus yang disedlakan oleh
Pemerlntah Daerah,

(4)Hasil pungutan retribusi sebagai ma na dlrnaksud Pasal 8 Peraturan
Daerah ini dlsetor ke Kas Oaerah secara brutto,

Pasal  10

(1)Setlap Wajib Retribusi wajlb menglsl SPTRD,.

(2)SPTRD sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal  ini,  diisi  dengan
jelas,  benar dan lengkap serta ditandatangani  oleh  Wajib
Retribusi  atau kuasanya,

(3)Bentuk, isi dan tata cara penglslan SPTRD ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

Pasal  11

Retribusi dipungut di Wllayah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN



Pasal  12

(1)Kepala Oaerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran  retrlbusi terutang paling lama 30 (tiga puluh)  harl

setelah saat terutang.

(2)SKRO,  SKRDKB, SKRDK6T, STRO, Surat Keputusan Pernbetulan,  Surat
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jurnlah
retrlbusi  yang  harus dlbayar bertambah, harus  dllunasl  dalam
jangka waktu paling lama .1 (satu) bulan sejak tanggal  diterblt-

kannya.

(3)Kepala Daerah  atas  permohonan secara  tertulis dalam Bahasa
Indonesia darl  Wajib Retrlbusi, dapat  memberlkan persetujuan
kepada Wajib Retrlbusi untuk mengangsur atau rnenunda  pembayaran
retrlbusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setlap

bulan.

(4)Tata  cara pembayaran, tempat pembayaran^  penundaan pembayaran
retribusl dlatur dengan Keputusan Kepala Oaerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  13

(1)Retrlbusi  terutang berdasarkan SKRO,  SKRDKB.  SKROKBT,STRO,
Surat. Keputusan Pernbetulan,  Surat Keputusan Kebenarandan
Putusan Banding yang tldak atau kurang dlbayar olehWajib
Retrlbusi pada waktunya dapat dltaglh dengan Surat Paksa.

(2)Penaglhan retrlbusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KA0ALUWAR3A

Pasal  14

(1)Penaglhan retrlbusi, kadaluwarsa setelah melampaul jangka waktu
3  (tiga)  tahun terhitung sejak saat. terutangnya  retribusl,
kecuali  apabila Wajib Retrlbusi melakukan tindak pidana dl
bIda ng retr1b usI.

(2)Kadaluwarsa  penaglhan retribusl sebagaimana dimaksud  ayat  (1)
pasal Inl, tertangguh apabila ;
a,, Olterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau^
b. Ada pengakuan utang retribusl darl Wajib Retrlbusi balk la rig-

sung maupun tldak langsung.

BAB  X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal  15

(1) Piutang  retribusl  yang tldak mungkin ditaglh lag!  karena  hak
untuk melakukan penaglhan sudah kadaluwarsa dapat dlhapus.



(2)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Oaerah ini, dilakukan oleh
Inspektorat  Wilayah Kabupaten Blora,  Baglan Ketertiban dan
Baglan Hukum Sekretariat Wilayah/Oaerah.

(3)Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat.
(1)  dan ayat (2) pasal ini, dlberikan biaya operaslonal  yang
besar  dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala
Daerah dan dltuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIOANA

Pasal  18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Oaerah Ini,,
dapat dlancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (ernpat) kail jurnlah retribusl terutang.

B A B   XIV

PENYIOIKA N

Pasal  19

(1)Pejabat Pegawal Negerl Slpll tertentu dl llngkungan Pemerlntah
Oaerah dlberl wewenang khusus sebagal Penyldlk untuk melakukan
penyldlkan tlndak pidana dl bIdang retrlbusl daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang - undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(2)Wewenang Penyldlk sebagaimana dimaksud ayat  (1) pasal  Ini,
adalah;
a. Henerlma, mencarl, mengumpulkan, dan menelitl keterangan atau

laporan berkenaan dengan tlndak pidana dl bidang retrlbusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadl lebih
lengkap dan jelas^

Oaerah
(1) Pelaksanaan  teknis atas berlakunya Peraturan

ditetapkan oleh Kepala Oaerah.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Plutang RetribusI
Oaerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal
1 ni„

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  16

Dalam hal Wajlb Retrlbusi tldak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar,, dikenakan sanksi administrasl berupa bunga sebesar
2 t (dua persen) setiap bulan darl besarnya retribusi terutang yang
tldak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRO.

BAB XII

PELAKSANAAN OAN PENGAWASAN

Pasal  17



H- 30EKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

BUPATI KEPALA OAERAH TINGKAT II
BLORA

Ditetapkan di Blora
pada tanggal j^g _ /o _

DE
KABU

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini,  sepanjang
mengenai  pelaksanaannya  akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah„

(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarr.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah^

XVBAB

b. Meneliti, mencari, dan rnengurnpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pldana retrlbusi daerah
tersebut;

c- Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadl atau
badan sehubungan dengan tindak pldana di bidang retribusi
daerah;

d.Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e.Melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan barang bukti pernbu-
kuan,  pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang rneninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
rnemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h Memotret seseorang berkaltan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

i Mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

3 ,. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi

kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum-

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, member.itahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan has.il penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana„



Pasal 2 s/d Pasa! 3 ;; Cukup jelas,

-Retribusi   yang pembayarannya  dengan
menggunakan  SKRO  rnasa  retribusi nya
l(satu) bulan.

-Retribusi   yang pembayarannya  dengan
menggunakan dokumen lain yang dipersama-
Kan  dengan SKRD  masa   retrlbusinya
harlan.

Cukup jelas,.Pasal 1 huruf j s/d
huruf 1

Pasal 1 huruf i

a s/d : Cukup jelas..1 huruf
h

Pasal
huruf

PENJELASAN UMUM-

Sesual dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan 01 Daerah, Pajak Oaerah dan Retrlbusi
Oaerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat
melaksanakan otonomlnya, yaltu mampu mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri.

tersebut diharapkan mampu menjadi
pe ny e 1 e ngga r aa n perne r I n ta ha n da n

dapat menlngkatkan kesejahteraan
, diperlukan ketentuan/landasan hukum

yang dapat member1 Kan pedoman dan arahan bagl Oaerah Tingkat II
khususnya PemerintahKabupaten Oaerah Tingkat II Blora dalam ha!
pemungutan retrlbusi,,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Oan Retribusi Oaerah,
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Oaerah dan
Retribusi di Oaerah Tingkat II perlu dlsesualkan dengan Undang-
undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksa-
naan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Penyedo-
tan Kakus ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah,.
Maka dalam rangka menjamln ketertiban dan pelayanan kepada
masyarakat. yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas penyedotan
kakus yang disediakan oleh Pemerintah Oaerah, diperlukan
pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Oaerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Sumber  pendapatan daerah
sumber  pemblayaan bagl
pembangunan  daerah  serta
masyarakat.., 01eh karena itu.

m

PENJELASAN

PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR /Q TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS



^ - Kewajiban untuk rnengisi SPTRD berlaku
bagi wajib retribusi yang menggunak'an
jasa pelayanan pemerintah Daerah secara
terus menerus, period!k dan berlangga-
nan, rnisal ^ bulanan, tahunan

- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa
pelayanan secara langsung dan tidak
period! k, tidak diwajibkan untuk me rig i si
SPTRD dan pembayaran retribusi dapat
menggunakan karcis dan dokumen lain^

^ Cukup jelas,.

yang dimaksud dengan jasa usaha adalah
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang rnenyebabkan barang,
fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati orang pribadi atau badan
dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor
swasta;

Cukup jelas„

Yang dirnaksud dengan dokurnen lain yang
dipersamakan antara lain berupa karcis
masuk3 kupon, kartu langganan

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserah-
kan kepada pihak ketiga. Namun dalam
pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Oaerah tidak dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga., Dengan sangat selek-
tit dalarn proses pemungutan retribusi,
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama
dengan badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk
ikut melaksanakan se^bagian tugas pemungu
tan jenis retribusi secara lebih efisien,.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
dapat. dikerjasarnakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya
ret. r i b us i te r uta ng, pe ngawasa n penyeto ran
retribusi dan penagihan retribusi

Cukup jelas.

Pasal .10 ayat. (2)
s/d ayat (3)

Pasal 9 ayat (3)
s/d ayat (4)

Pasal 10 ayat (1)

Pasal 6 s/d Pasal 8

Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu
bentuk badan usaha yang rneliputl Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Mi Ilk Negara atau
Daerah dengan nama dan dalarn bentuk apa-
pun, persekutuan, perkumpulan, firma,

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana penslun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya..

Pasal 4

r
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; Yang dimaksud dengan menyampaikan hasll
penyidlkannya kepada Penuntut Urnurn
ada1a h me nye ra h ka n has11 pe ny1d1kan
kepada Penuntut Umurn melalui Penyldlk
Polri.

: Cukup jelas,.Pasal 20

Pasal 19 ayat. (3)

s/d Pasal 19; Cukup jelas,.Pasal 15
ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tldak langsung adalah wajilb
retrlbusl tldak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa la mengakul
rnempunyal utang retribusi kepada
Pemerlntah Oaerah

Dalam hal dlterbitkan Surat Teguran,
kadaluwarsa  penagihan  dlhitung  sejak
tanggal  perryampalan Surat Teguran terse-
but.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang
retrlbusl secara langsung adalah wajlb
retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih rnempunyal utang retrlbusl dan
be 1 urn melunaslnya kepada Pernerlntah
Daerah-

Cukup jelas..

huruf b

Pasal .11  s/d
Pasal 14 ayat (1)

Pasal 14 ayat (2)
huruf a


